
 

  
 BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR  109 TAHUN 2015 
 

TENTANG 

 
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 

 
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012  tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik dan berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan,  bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik 
wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar 

pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan; 

b. bahwa  dalam  rangka  menjamin  terselenggaranya  

kinerja Pemerintahan di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sumedang secara  efektif,  efisien, responsif, 
transparan, dan akuntabel dipandang perlu untuk 

mengembangkan  sistem  standarisasi  pelayanan  publik 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang; 

c. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi 
penyelenggara pelayanan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten  dalam penyusunan, penetapan dan penerapan 
standar pelayanan perlu dibentuk pedoman standar 
pelayanan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c,  perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Pelayanan di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. 

 

 

SALINAN 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

9. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 



  10. Peraturan  Bupati Sumedang Nomor 9  Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);  

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :

  
 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR 

PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
SUMEDANG. 
 

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Sumedang. 

3. Bupati  adalah Bupati Sumedang. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga penyelenggara 

pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang 
bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumedang. 

5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 

6. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut 

Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara 
Negara untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan 
pelayanan publik.  

7. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang 
selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah 
satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang; 

8. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, 
dan terukur.  

9. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang 
berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang 

terdapat dalam standar pelayanan.  



10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara 

maupun penduduk sebagai orang perseorangan, 
kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan 

sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara 
langsung maupun tidak langsung.  

11. Pihak Terkait adalah pihak yang dianggap kompeten 
dalam memberikan masukan terhadap penyusunan 

Standar pelayanan  

12. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut 
pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap 

orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara 
yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian 

tindakan pelayanan publik.  
 

BAB II 
TUJUAN DAN SASARAN  

Pasal 2 

 
Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi 

SKPD penyelenggara pelayanan dalam penyusunan, 
penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan. 

 
Pasal 3 

 

Sasaran yang dicapai: 
a. setiap SKPD memiliki Standar Pelayanan masing-masing; 

b. agar penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap unit 
pelayanan didasarkan pada Standar Pelayanan; dan 

c. peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
 

BAB III 

RUANG LINGKUP 
Pasal 4 

 
Ruang lingkup pedoman Standar Pelayanan ini meliputi: 

penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan 
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 

96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

 
BAB IV 

PRINSIP PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN 
STANDAR PELAYANAN 

Pasal 5 

 
Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar 

Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip: 
a. Sederhana, Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, 

mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, 
dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi 
Masyarakat maupun Penyelenggara. 

 



b. Partisipatif, penyusunan  Standar Pelayanan   dengan   

melibatkan Masyarakat dan Pihak Terkait untuk 
membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas 

dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 
c. Akuntabel, Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan 

harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan 
kepada pihak yang berkepentingan. 

d. Berkelanjutan, Standar Pelayanan harus  terus-menerus 
dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas 
dan inovasi pelayanan. 

e. Transparansi, Standar Pelayanan harus dapat dengan 
mudah diakses oleh masyarakat. 

f. Keadilan, Standar Pelayanan harus menjamin bahwa 
pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua 

masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi 
geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. 

 

BAB V 

PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN 

Pasal 6 
 

(1) SKPD wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan 
Standar Pelayanan publik untuk setiap jenis layanan; 

(2) SKPD dalam menyusun standar pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan 

Masyarakat dan Pihak Terkait serta mengacu pada 
ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. 

(4) Mekanisme dan tata cara  penyusunan, penetapan dan 
penerapan Standar Pelayanan tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(5) Format Keputusan Kepala SKPD pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  

Bupati ini. 
 

BAB VI 

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN 
Pasal 7 

 

(1) Kepala SKPD penyelenggara pelayanan, wajib melakukan 

monitoring, evaluasi dan pengawasan internal terhadap 
pelaksanaan Standar Pelayanan secara berkala paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  
 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

menggunakan Metode, antara lain: 
a. analisis dokumen; 

b. survei;  
c. wawancara; dan  

d. observasi.  



BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 8 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 

 

  Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal 3 Desember 2015 
 

WAKIL BUPATI SUMEDANG, 
 

ttd 

 
 

EKA SETIAWAN 
 

Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal 3 Desember 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
ttd 

 
 

ZAENAL ALIMIN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  TAHUN 2015 NOMOR 109   

 
 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

Ttd 
 

UJANG SUTISNA, S.H. 
Jaksa Muda 

NIP. 19730906 199303 1 001 

 


